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ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang mana sebagian besar wilayah
perairan, perairan Indonesia memiliki banyak potensi baik pemanfaatan, sumber
daya laut. Dalam hal pemanfaatan sumber daya laut tersebut, masih banyak pihak-
pihak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang
Perikanan. Masalah yang terbanyak dalam hal penegakan hukum dibidang
kelautan ialah terjadinya illegal fishing. Illegal fishing tidak hanya merugikan
negara tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim
industri dan usaha perikananan nasional. Salah satu daerah yang terjadi kegiatan
illegal fishing ialah perairan Jawa Tengah. Dalam melakukan penegakan hukum
terhadap illegal fishing di wilayah perairan Jawa Tengah, pihak yang berwenang
ialah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (field
research) dimana penelitian dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah
deskriptif analitik dengan menjadikan hasil wawancara untuk memperoleh data
primer dengan mengetahui penegakan hukum terhadap illegal fishing di wilayah
perairan Jawa Tengah. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut dijadikan
sebagai data primer, dan penelitian juga didukung dengan penelitian pustaka.

Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa penegakan hukum terhadap
illegal fishing di wilayah perairan Jawa Tengah merupakan suatu tindak pidana
pelanggaran dan kejahatan. Dalam upaya penegakan hukum terhadap illegal
fishing di wilayah perairan Jawa Tengah Dinas Kelautan dan Perikan Provinsi
Jawa Tengah berpedoman pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo.
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang mana
berkerjasama dengan stakeholde yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Cara
Penegakan hukum yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa
Tengah dengan cara : sosialisasi, pembinaan kelompok masyarakat, pengendalian,
dan pengawasan sumberdaya ikan. Alur penyelesaian kasusnya yaitu,
pemanggilan, menjelaskan tuduhan/kesalahan, surat pernyataan, dan pembinaan

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Illegal Fishing, Jawa Tengah
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana dua pertiga wilayahnya
adalah perairan laut yang panjang pantai 95.181 km?, dengan luas perairan 5,8
juta km?, serta telah diakuai dunia memiliki 17.500 pulau.! Secara geografis
hampir 70 persen (70%) wilayah Indonesia merupakan perairan yang sangat
berpotensi.? Dalam perairan yang memiliki banyak potensi memiliki tujuan untuk
memberikan kontribusi signifikan pada kemakmuran rakyat Bangsa Indonesia.
Hal ini diterangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang
menyatakan, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Sebagaimana juga pada deklarasi juanda yang mengklain wilayah perairan
Indonesia:®
“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan
pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara
Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas dan lebarnya
adalah bagian-bagian yang wajar wilayah daratan negara Republik
Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan
nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara
Republik Indonesia. Lalu Lintas yang damai melalui perairan-perairan

pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekadar tidak
bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia.”

1 Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2010), him. 1.

2 Ichsan Efendi, Biologi Perikanan ,(Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002), him.
147.

3 P. Joko Subagyo, Hukum Laut Internasional,(Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2009), him.
8-9



Namun sangat disayangkan, apa yang di miliki Indonesia ini belum bisa
dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan bangsa dan negara, buktinya bahwa
bidang kelautan merupakan sektor yang tertinggal diperhatikan dari pemanfaatan
sumber daya, teknologi, serta tingkat kemiskinan dan keterbelakangan nelayan di
bandingkan sektor lainnya yang disebabkan adanya persoalan bersifat struktural,
terutaman kecenderungan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nonkelautan.*
Sehingga sektor kelautan sulit berkembang karena bahan baku yang kurang serta
yang teragis yakni sumberdaya ikan yang dimilik Indonesia justru dirusak atau
dicuri oleh nelayan asing atau bangsa sendiri.

Pemanfaatan laut ini bisa berupa pengelolahan secara baik, menjaga agar
ekosistem yang ada di laut tidak rusak atau bahkan punah, serta pengaturan
tentang penangkapan ikan tersebut secara baik dan benar. Penangkapan ikan
adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan
dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,
menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.®

Pada tahun 2012 produksi penangkapan ikan di laut Indonesia berjumlah
72.016.061.009,00 ton yang terdiri dari ikan, binatang berkulit keras, bindatang
lunak, binatang lainya dan tumbujan air. Salah satu wilayah di Indonesia yang

memiliki produksi penangkapan ikan yang banyak ialah wilayah perairan laut

4 Tridoyo Kusumastanto,Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi
Daerah (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2003), hIm. 6

5 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

®http://statistik.kkp.go.id, statistik Perikanan Tangkap Perairan Laut,diakses tanggal 20
Januari 2015



Jawa Tengah. Wilayah perairan laut Jawa Tengah terdiri dari Selatan Jawa dan
Utara Jawa,memiliki produksi tangkapan yang besar yakni 256.093,00 ton pada
tahun 2012, sedangkan pada wilayah perairan Daerah Istimewa Yogyakarta hanya
4.094,00 ton dan wilayah perairan laut Jawa Barat 198.978,00.”

Dengan begitu besarnya produksi laut Indonesia tersebut masih ada juga
orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mengambil hasil laut
Indonesia ini secara illegal, yang biasa disebut dengan illegal fishing dilakukan
oleh orang asing atau pun oleh warga negara Indonesia sendiri dengan berbagai
cara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo.
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana dalam
pasal 8 yakni:

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau
pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan
biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau banguanan
yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian
sumber daya ikan dan atau/lingkungannya di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menjelaskan tentang hal-hal yang
dilarang yakni:

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau
menggunakan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan
Republik Indonesia: a. Alat penangkapan ikan dan/atau alat
membantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran
yang ditetapkan, b. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai

dengan persyaratan atau standar ayang ditetapkan untuk tipe alat
tertentu, c. Alat penagkapan ikan yang dilarang.

"Ibid,. di akses tanggal 20 Januari 2015



Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat
penangkapan ikan pukat hela(trawls) dan pukat tarik(seine nets) di wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia:

Setiap orang dilarang menggunakan aat penangkapan ikan pukat
hela(trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) di
seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary, “illegal” artinya
tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “Fish” artinya ikan atau
daging ikan dan fishing” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian
atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut
dapat dikatakan bahwa ”illegal fishing” menurut bahasa berarti menangkap ikan
atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Berdasarkan International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate
IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing) tahun 2001, yang dimaksud kegiatan perikanan
yang dianggap melakukan illegal fishing adalah:

1. Kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi
yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan
dengan hukum dan peraturan perundangundangan.

2. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera
suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan
regional, akan tetapidilakukan melalui cara yang bertentangan dengan
pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi

oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi negara-



negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum
internasional lainnya yang relevan.

3. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban
internasional, termasuk juga kewajiban negara-negara anggota organisasi
pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut.

4. Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi
di WPP-NRI adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera
asing, khususnya dari beberapa negara tetangga.

Illegal fishing secara sederhana berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan
dengan melanggar aturan-aturan yang telah ada, atau kegiatan penangkapan ikan
dapat dikatakan illegal jika terdapat aturan-aturan tetapi ternyata dalam
pelaksanaannya turan-aturan tersebut tidak efektif ditegakkan di lapangan.® Illegal
fishing tidak hanya kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan
nelayan dan pembudi daya ikan, iklim industri dan usaha perikanan nasional.
Setiap satu rupiah yang dihasilkan oleh praktik perikanan illegal fishing
sebenarnya adalah biaya minimal sebesar satu rupiah bagi masyarakat lain,
sehingga semakin besar penangkapan ikan secara illegal maka semakin besar

beban yang dibebani kepada masyarakat.®

8 Victor P.H. Nikijuluw, Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan llegal Blue Water Crime
(Jakarta: Pt Pustaka Cidesindo, 2008), him. 18

® Ibid, him. 49



Salah satu wilayah yang terjadi illegal fishing yakni wilayah perairan Jawa
Tengah yang mana Pada tahun 2013 terjadi 16 kasus, dan pada tahun 2014 terjadi
14 Kasus yang terjadi wilayah perairan Jawa Tengah.!® Dengan demikian
penyusun tertarik untuk mengambil judul penelitian PENEGAKAN HUKUM
ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN JAWA TENGAH (STUDI
KASUS DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA
TENGAH)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun merumuskan pokok
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap illegal fishing di wilayah perairan
Jawa Tengah (studi kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa
Tengah) ?

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum (Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Jawa Tengah) dalam penegakan hukum terhadap illegal
fishing di Jawa tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penyusun melalui penelitian adalah:

a. Untuk mengetahui serta menganalisa Penegakan hukum terhadap illegal

fishing di Wilayah Perairan Jawa Tengah

10 Wawancara kepada Bapak Sujiyanto, S.St.Pi sebagai PPNS DKP Jawa Tengah, tanggal
29 Desember 2014 di Kantor DKP Jawa Tengah



b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh penegak hukum
dalam penegakan hukum illegal Fishing
2. Kegunaan Penelitian
Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penyusunan
yang hendak dicapai. Maka hasil dari penelitian yang telah dilakukan
diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:
a. Secara Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk
memberikan kontribusi pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan
di atas dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengertian bagi
pembaca mengenai Penegakan hukum terhadap illegal fishing di wilayah
Jawa Tengah, serta dapat diketahui sudah sesuai atau belum penanganan
tersebut.
b. Secara Praktis
Secara praktis yakni menambah wawasan bagi penyusun khususnya,
dan para pembaca pada umumnya termasuk pihak-pihak terkait dalam
manangani illegal fishing di wilayah Jawa Tengah.
D. Telaah Pustaka
Sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun, sudah  ditemukan
penelitian dan tulisan (skripsi) yang membahas tentang tindak pidana
pencurian ikan(illegal fishing). Untuk mengetahui posisi penyusun dalam

melakukan penelitian ini, maka dilakukan review terhadap beberapa penelitian



terdahulu yang ada kaitanya atau ada relevansinya terhadap masalah pada
tulisan yang menjadi objek penelitian.

Skripsi karya Nurul Huda dengan judul “illegal fishing Persfektif Hukum
Islam dan Hukum Positif” yang mengkaji tentang illegal fishing yang dilihat
dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang menyatakan sanksinya mati,
penjara dan denda sedangkan dalam hukum Islam memposisikan perbuatan
tersebut sama dengan pencuri dan merusak lingkungan serta bentuk sanksinya
gisas, diyat,dan ta zir.1*

Skripsi karya Rokhman Nur Hijriyatmoko “Sanksi bagi Pelaku illegal
fishing Perspektif Undang-Undang Perikanan dan Hukum Islam” yang
mengkaji tentang kriteria dan ketentuan sanksi dalam Undang-Undang
Perikanan dan hukum Islam, yang mana dalam hukum Islam sanksi diberikan
sesuai dengan apa yang telah dia lakukan.?

Skripsi karya Asep Maulana R. “lllegal Fishing Persfektif Hukum Islam”
yang menjelaskan bahwa illegal fishing dalam Islam termasuk dalam tindak
Pidana ta zir, yaitu tindak pidana yang tidak memenuhi syarat had ataupun
gisas diyat secara sempurna. Namun demikian ta zir dalam islam hukuman
terdapat pelaku illegal fishing tidak hilang bahkan sanksi tegas yakni hukuman

mati, jilid, penjara, pengasingan dan denda.*3

11 Nurul Huda, “lllegal Fishing Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”,Skripsi,
fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

12 Rokhman Nur Hijriyatmoko, “Sanksi Bagi Pelaku lllegal Fishing Perspektif Undang-
Undang Perikanan Dan Hukum Islam”,Skripsi, fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga, 2012

13 Asep Maulana R. “lllegal Fishing Persfektif Hukum Islam”,Skripsi, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009



Skripsi Ignatius Yogi Widianto Setyadi “Upaya negara Indonesia dalam
menangani masalah illegal fishing di zona ekonomi ekslusif Indonesia” yang
membahas tentang mekanisme Indonesia dalam pemberantasan illegal fishing
yang di lakukan di zona ekonomi ekslusif dengan cara mengeluarkan peraturan
pemberantasan IUU, serta kerja sama antara regional dengan negara-negara
pesisir lainya'*

Skripsi Wiliater Pratomo R.S. “Tinjauan kriminologi terhadap illegal
fishing yang terjadi di kota makasar (studi kasus tahun 2010-2013)” yang
menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya illegal fishing adalah faktor
ekonomi masyarakat nelayan yang rendah, faktor pengetahuan yang minim
akan bahaya dan dampak dari illegal fishing, dan faktor pendidikan yang
rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan akibat
illegal fishing.untuk upaya penanggulangan tindak pidana illegal fishing
ditempuh melalui tindakan Upaya preventif yang dilakukan dengan
mengadakan penyuluhan hukum mengadakan patroli secara rutin bekerjasama
dengan instansi lain yang terkait dan juga melalui upaya represif berupa
melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara
tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing®

Tesis Maimuna Renhoran “strategi penanganan illegal, unreported and

unregulated (IUU) Fishing di laut Arafura” yang menjelaskan tentangkegiatan

14 Tgnatius Yogi Widianto Setyadi “Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah
Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia” skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta, 2014.

15 Skripsi Wiliater Pratomo R.S. “Tinjauan Kriminologi Terhadap lllegal Fishing Yang
Terjadi Di Kota Makasar (studi kasus tahun 2010-2013)” Skripsi,Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar, 2014.
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pelanggaran penangkapan ikan yang dilakukan di laut arafura yakni tidak
lengkapnya surat izin penangkapan ikan, surat penangkapan ikan, kapal-kapal
ikan tidak melakukan ketentuan dalam aturan yang ada.'®

Skripsi Rif’an Jaya Lasmana “Penegakan hukum yang terkait dengan
illegal fishing di wilayah zona ekonomi ekslusif Indonesia” yang menjelaskan
tentang ilegal fishing yang terjadi di Indonesia pada tataran zona ekonomi
ekslusif yang mana peran yang di lakukan ialah dengan menerbitkan aturan
pemberantasan IUU di wilayah Indonesia.*’

E. Kerangka Teoretik

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) bukan
berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Dalam hal ini terlihat bahwa
hukum dijadikan lawan kekuasaan, tetapi apabila kekuasaan adalah serba
penekanan, intimidasi, kekerasan dan pemaksaan maka dapat saja hukum
dimanfaatkan agar mendapatkan keutungan bagi dirinya dan merudikan orang
lain. Hal tersebut termaktub dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan negara Indonesia
adalah negara hukum. Oleh sebab itu penyelengaraan negara harus berdasarkan
hukum yang berlaku.’® Dalam implementasian dari negara hukum ini perlu

adanya penegakan terhadap hukum itu sendiri yang mana penegakan hukum

16 Maimuna Renhoran “Strategi Penanganan Illegal, Unreported And Unregulated (1UU)
Fishing di laut Arafura” tesis, Fakultas hukum program pasca sarjana Universitas Indonesia, 2012

17 Rifan Jaya Lasmana “Penegakan Hukum Yang Terkait Dengan lllegal Fishing Di
Wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia”skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
2010

18 Jimly Asshidigie, Gagasan Kedulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di
Indonesia, (Jakarta:lchtiar Baru Van Hoeve, 1994), him. 24
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merupakan subsistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkunagn
yang sangt kompleks seperti perkembangan pilitik, ekonomi, sosial budaya,
pendidikan dan sebaginya. Penegakan harus berlandaskan kepada prinsip-
prinsip negara hukum sebagimana tersirat dalam Undang-Undang Dasar Tahun
1945 dan dan asa-asas hukum yang beradab.

Beberapa teori penegakan hukum menurut beberapa ahli Aristoteles
mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah keadilan. Jimly Asshidigie
mendefenisikan penegakan hukum itu menjadi dua, yakni subyek dan objek.
Ditinjau dari sudut subyek dari arti luas, proses penegkan hukum itu
melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti
sempit, dari segi subyeknya penegak hukum hanaya diartikan sebagai aparatur
penegak hukum tersebut untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan
hukum berjalan sebagaimana mestinya. Pengertian penegak hukum ditinjau
dari segi obyek dalam arti luas, penegak hukum itu mencakup pula nilai-nilai
keadilan yang terkandung di dalamnay bunyi aturan formal maupun nilai-nilai
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum
itu hanya penegakan hukum peraturan yang formal dan tertulis saja.®

Upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan
termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan ini juga tidak terlepas dari
kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk
kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan

masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan

19 Jimly Asshidigie, Penegakan Hukum, Jurnal Hukum, diakses tanggal 23 januari 2015
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menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana,
khususnya pada tahap yudikatif/aplikatif yang mana haraus memperhatikan dan
mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial tersebut, berupa (social
welfare dan social defence) yang tujuan akhirnya ialah perlindungan
masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.?

Penanggulangan kejahatan harus menujang tujuan (goal), “kesejahteraan
masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan
pendekatan yang seimbang antara sarana penal dan non penal, yang mana
menurut Bambang poernomo penanggulangan kejahatan dapat di dilihat dari
dua sisi, yakni penangggulangan secara preventif, yang mana dilakukan
sebelum terjadinya perbuatan yang melanggar hukum secara nyata. Sedangkan
penanggulangan secara represif , yakni yang akan dilakukan setelah dilakukan
perbuatan melawan hukum tersebut.?

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Jo. Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pasal 66: a. Pengawasan perikanan
dilakuakan oleh pengawas perikanan; b. Pengawasan perikanan bertugas
mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan perratuaran perundang-undangan di
bidang perikanan; c. Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : Kegitan
penangkapan ikan; Pembudidayaan ikan, pembenihan; Pengolahan, distribusi

keluar masuk ikan; Mutu hasil perikanan; Distribusi keluar masuk obat ikan;

20 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam

Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana preda media Group, 2010), him. 77

88

21 Bambang Poernomo, Orientasi Hukum Acara Pidana,(Yogyakarta:Amastata,1988), him.
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Konservasi; Pencemaran akibat perbuatan manusia; Plasma nutfah; Penelitian
dan pengembangan perikanan; dan lkan hasil rekayasa genetik.

Pasal 66A : a. Pengawasan perikanan sebagiaman dimaksudkan dalam
pasal 66 merupakan Pegawai negeri sipil yang bekerja dibidang perikanan
yang diangkat oleh menteri atau penjabat yang ditunjuk. b. Pengawas
perikanan sebagaimana dimaksud paa ayat (1) dapat didik untuk menjadi
penyidik pegawai negeri sipil perikanan. c. Pengawas perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagi pejabat fungsional pengawas
perikanan. d. Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pengawas
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan
menteri.

. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum serta doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang
dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah pendapat,
pandangan terhadap penyelesaian masalah yang akan dihadapi. Adapun
motode penelitian yang digunakan oleh penyusun dalm penelitian ini adalah
sebagai berikut :

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah
penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang obyeknya
langsung berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

berupa data yang didapat melalui wawancara dan informasi dari Dinas
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Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang dilengkapi dan
diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Selain penelitian lapangan (field research), data tersebut juga
dilengkapi serta dengan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan
(Library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan
kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian
dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahasa.??

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian bersifat deskriptis-analistik.
Deskriptif yaitu mengurai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-
kejadian.®Disini  penyusun menggambarkan tentang permasalahan
penegakan hukum yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Jawa Tengah terhadap illegal fishing dengan cara pengumpulan data dan
menyusun data yang diperoleh dari wawancara dari Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Jawa Tengah.?*

3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan yang

berada di Jalan Imam Bonjol, semarang, Provinsi Jawa Tengah.

22 M. Igbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya,(Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2002), him. 11

23 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Ul Press, 1986). him. 50-51.
24 Rianto Adi,Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit 2004), him. 128
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4. Pendekatan Penelitian
Penelitian dilakukan dengan metoode yuridis normatif dengan
pendekatan empiris. Penggunaan pendekatan ini berguna untuk maslah yang
dikajii dengan menggunakan dasar-dasar perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo.
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta pendekatan
yang dilakukan secara langsung ke lapangan melihat bagaiman pelaksanaan
dari aturan perundang-undangan yang ada.
5. Sumber dan Jenis
Sumber data adalah darimana data dapat diperoleh.?>Jenis data yang
akan dipergunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Adapun
sumber data yang penyusun pakai dalam penelitian ini :
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diambil langsung dari subyek
penelitian. Adapun subyek/responden dalam penelitian ini adalah Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah berupa bahan-bahan kepustakaan, dokumen-
dokumen, statistik dan arsip-arsip yang berkaitan dengan tema yeng
diteliti, baik yang didapatkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Jawa Tengah atau lainnya

Dalam penyusunan ini penyusun menggunakan bahan hukum diantaranya:

25Suharsumi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1991), him. 102.
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a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, diantaranya:
(1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 Jo. Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; (3)
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder ialah yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti hasil-hasil Penelitian, hasil karya dari kalangan
hukum dan seterusnya.

c. Bahan Tersier

Bahan Tersier ialah bahan yang memberikan petujuk atau penjelasan
terjadap bahan primer dan sekunder, seperti Kamus, ensiklopedia, indeks
kumulatif dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara tanya jawab secara langsung
dengan yang diwawancarai atau narasumber.?®

b. Observasi
Observasi yaitu pengamatan secara langsung serta pencatatan yang

sistematis yang ditunjukan pada satu fase masalah dalam rangka

188

% Basrowi dan Suwandi, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), him.
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penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan
untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Dalam kasus illegal fishing
ini penyusun akan mengamati fase-fase permasalhan yang terjadi dalam
penanganan kasus tersebut dengan menggunakan data-data penyusun

dapatkan.

. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen.?” Data-data tersebut berupa arsip-arsip atau dokumen-
dokumen yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan dan juga buku-buku
tentang pedapat, teori, hukum-hukum serta hal-hal lainya yang sifatnya

mendukung dalam penyusunan dalam skripsi ini.

. Analisis Data

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, yang
bertujuan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan
dan dianalisis.?® Dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memberikan
gambaran yang jelas mengenai penegakan huku terhadap illegal fishing

di wilayah perairan Jawa Tengah

57.

27 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Ul Press, 1986). him. 66.
28 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka setia, 2008), him.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas
mengenai pembahsan skripsi ini, penyusun membuat sistematika sebagai
berikut:

Bab Pertama pendahuluan, adapun di dalam pendahuluan berisi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Tinjauan umum tindak pidana perikanan, bab ini terdiri dari
Tinjauan umum illegal fishing yang mana akan menjelaskan defenisi illegal
fishing, faktor penyebab terjadinya illegal fishing,dan dampak dari illegal
fishing, dilanjutkan dengan tindak pidana illegal fishing, yang akan
menjelaskan jenis-jenis tindak pidana illegal fishing ,modus operanding,
ketentuan pidana dalam Undang-Undang, ketentuan penggunaan alat tangkap
ikan,dasar hukum illegal fishing, bai secara internasional dan nasional, serta
pihak-pihak yang berwenang dalam penanganan illegal fishing.

Bab ketiga ini membahas tentang illegal fishing di wilayah perairan
Provinsi Jawa Tengah yang meliputi, Bentuk-bentuk tindak pidana illegal
fishing di wilayah perairan Jawa Tengah, terdiri bentuk-bentuk illegal fishing,
selanjutnya kewenangan dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa tengah
dalam penegakan illegal fishing, yang terdiri dari sejarah singkat Dinas
Kelautan dan Perikanan provinsi Jawa Tengah, Visi dan misi Dinas Kelautan

dan Perikanan provinsi Jawa Tengah,tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan
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dan Perikanan provinsi Jawa Tengah,dan selanjutnya batas wilayah operasi
Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Jawa Tengah

Bab keempat berisi tentang analisis peneliitian mengenai penegakan
hukum terhadap illegal fishing di wilayah Jawa Tengah, selanjutnya
penyelesaian perkara illegal fishing di provinsi Jawa Tengah, penanggulangan
illegal fishing di provinsi Jawa Tengah

Bab kelima membahas tentang penutup, merupakan akhir dari penyusun
yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran. Di bagian akhir dari
laporan ini, penyusun juga melampirkan berbagai lampiran yang merupakan

unsur dari kelengkapan laporan skripsi.



102

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini :

1. Penanganan kasus penegakan hukum illegal fishing di Jawa Tengah oleh
DKP provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013 sampai dengan tanggal 20
April 2015 adalah 33 kasus, yang mana alur penanganan kasus illegal
fishing oleh DKP provinsi Jawa Tengah ialah pemanggilan pemilik atau
nahkoda kapal, menjelaskan dugaan Tindak pidana, memberikan surat
teguran keras( dengan materai), serta memberikan pemberitahuan surat
kepada DKP kabupaten, dan Pembinaan agar tidak mengulangi
perbuatannya. Bentuk-bentuk kegiatan illegal fishing yang dilakukan di
Perairan Jawa Tengah yaitu: kapal-kapal penangkap ikan tidak dilengkapi
dokumen baik itu surat izin penangkapan ikan, Surat izin berlayar, kapal-
kapal penagkapan ikan tidak melakukan ketentuan yang ada dalam SIUP
atau SIPI (jenis alat tangkapa dan ukuran alat tangkapan yang sesuai,) dan
izin yang kadaluarsa.

2. Dalam melakukan penegakan hukum illegal fishing Dinas Kelautan dan
Perikann menemukan beberapa kendala yaitu: Sumber daya manusia
(PPNS DKP provinsi Jawa Tengah ) yang hanya 8 orang, kurangnya saran
dan prasarana penunjang serta tidak adanya alokasi dana untuk melakukan
penyidikan lebih lanjut terhadap illegal fishing. Dan Belum adanya

koordinasi antara Pusat dan daerah, baik itu dalam hal data-data kasus yang
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di tangani, jumlah nelayan yang di bina, sehingga berdampak pada
penunjang program pemerantasan illegal fishing di Indonesia terkhusus
Jawa tengah.

B. Saran

1. Harus lebih ditingkatkan kinerja DKP provinsi Jawa Tengah baik itu dalam
penanganan kasus illegal fishing atau dalam hal pencegahan yang berupa
sosialisasi kepada semua pihak yang berkepentingan dengan kelautan dan
perikanan di wilayah provinsi Jawa Tengah.

2. Perlu adanya sebuah koordinasi baik itu dari pusat, provinsi dan
kabupaten/kota, sehingaa tercapai satu pemahaman dalam pemberantasan
illegal fishing.

3. Perlu adanya dukungan semua pihak dalam penanganan penegakan hukum
terhadap illegal fishing di wilayah perairan Jawa Tengah

4. Masyarakat lebih peduli akan keberlangsungan ekosistem laut untuk jangka
waktu lama baik dalam hal penggunaan alat tangkap ikan, kapal yang
digunakan, wilayah yang di gunakan nelayan untuk mencari ikan sehingga
saat masyarakat/ nelayan peduli maka upaya penegakan hukum,

pencegahan illegal fishing bisa tercapai secara optimal.
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Barang-barang fersebut diatns diduga berhubampgan dengan perhars Tindak Fdann Perikanen sebagmmana. dimakrud dalam
pasal o, Passl 42 st 030 Dndamp-Undang B Moo 45 Tahun 2009 tenrong. Perobahan ofos Undaag-Ladang 85 Mo, B
Teckens 2004 lemtang Perikanan vang telah ditamgent ool Bepoliziom Perairan Polda Jowa Tengah berdnsarkan Laporan Poiis
oo ¢ L TOAL200 S Dipolaie-4012 don Womer @ LET7 V00 2 Titpokar tnngsgal 19 Pebpari 20003, Demi keberlanjuian
geahia perikanan dan pembinaan terbadap para felivan paka terhadal barang barang fersebul yang benipa knpal penkansn
bermnma KWK, MAHERA FAY A dan KMM. JANUR KUNTHG 2 besern dokumeniiva diserahkan kepada Pemilik Kapal —--
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Yung Menzrima, Yeng Menyerohkon,
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KN JANUR KUNING 2 gan Kepada
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JAWA TENGAH
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1. Huukan

2. Laporan Pols Marmes - LPS 7D L 2015 £ Ditpalair tanggal 19 Fabruan 2045
b, Laporan Polsr Momer  LPF 71711 2045 § Ditpolair tanggal 13 Februan 2015

2. Sehubungan dengan rujukan lersebut di slas, dinfarmasikan hepada Ka bahwa ; .

3. Fada hari Kamis langgal 19 Februan 2015 sekitar pukul 05,15 Wib Kapal Polisi Kasuan - 4013
(Eaharkam Polrl) melakukan patrol di Perairan Demak, laut fawa dengan koordinal 0E°25'007 5 —
110"2F°35° T lalah memeriksa sebuah kapal dengan nama KM MAHERA JAYA diduna melakubkan
undak mdana “sefisp rapel perkanan yang akan Deravar melakukan parangkapan Wen denslay
pengangeulan wan dan pefabuhan perkanan waph memith Sural Parseluivan Berlayer rang
dikeibdrkan cieh sysnhandar o pelabutan pefkanan” sebagaimana dimaksyd dalam Fasal 58 Jo
Pasal 47 ayat (3} Undang-undang Rl No 45 Th 2009 lenlang perubahan alas Undang-undang RI ke
31 Th 2004 teatang Penkanan

b, Pzda harl Kamis targgal |9 Febrran 2045 sekitar pukal 07.00 Wib Kapal Polisr dalayy — 4010
{Baharkam Palr) me!akukan palral o Peraran Demak, laul jawa telah memerksa sebuah kapal
nengan nama KMM JANUR KUWING 2 ST 14 diduga melakukan lindzk pidana ‘sefign kapal
PSARENEN yang akan bedapar mefakynan penanghapan Kan danfatay pengangkulan an dan
pelabunen perkanan wart memith Sural Perseluian Badavar yang dikeluarkan oleh syskbandar di
pelabunan peckanan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayal (3) Undang-undang
Ri Ko 45 Th 2004 tenang perubahan atas Undang-urdang B2 Wa 31 Th 2004 lanlang Pertkanann.

3. Berdasa:kan bulr 7 dzn 2 lersebu di alas, bessama ini unbak
kepada Kepala Dinag Kelautan dan Perikanan Peoping Jawa
lindak lanjul dan penanganan parkara larsebul

azes leh danjul perkaranya dilimpahkan
engah dan maohon kami dibar lembusan

Demikian untdk menad makiem
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Tembusar : ANERHRP 68070559
1. Dir Ptair Baharkam Poln hinl
2 DirFalaic Palda Jalang
3 Dan KP JATAYI) - 4010
1 [ian P KASUARL - 4613
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